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Abstrak

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, diasumsikan Muslim Indonesia sangat peduli terhadap konsumsi
makanan halal. Namun demikian, permintaan terhadap makanan halal belum tentu searah dengan jumlah penduduk
muslim. Oleh karena itu, terdapat signifikansi penelitian tentang perilaku konsumen dalam mengkonsumsi makanan
halal. Studi ataupun literatur terkait khususnya mengenai peranan agama terhadap perilaku konsumen masih minim.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat baik sebagai konsumen dan produsen,
serta pemerintah maupun pihak terkait lainnya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan terkait industri halal
khususnya produk makanan olahan. Tulisan ini terutama bertujuan untuk mengkaji perbandingan perilaku konsumen
muslim terhadap produk halal yang berada di area mayoritas dan minoritas muslim, ditinjau dari faktor determinan
dan aspek religiusitasnya. Teknik pengolahan data mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif dengan data yang
digunakan yakni data primer dan sekunder yang diperoleh pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing dari lokasi
penelitian di Banten dan di Bali.
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Abstract

As the largest Muslim country, it could be assumed that Indonesian Muslims are highly concerned with halal
food consumption. However, the number of the demand on halal food is not necessarily in line with the number
of Muslim adherent. Therefore, there is a significance to conduct a study of consumer behavior on halal food
consumption. Related study or literatures in this topic is still under research. This study is expected to be worthy
to the communities both as consumer and producer, as well as policy recommendation for government and other
stakeholders regarding halal industry, particularly on processed food products. This study aims to reveal the
comparation of Muslim consumer behavior on halal product especially between those who are in Muslim majority
and minority areas, based on determinant factors and religiosity aspect. The research method includes qualitative
and quantitative analysis using primary and secondary data obtained in 2009 and 2010 from Banten and Bali
respectively as research locations.
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PENDAHULUAN

Jumlah penduduk muslim dunia diestimasikan
mencapai 1.6 miliar pada tahun 2010 (Pew
Research Center, 2011). Indonesia menempati

halal khususnya di Indonesia. Pasar produk halal
ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena
menandai adanya peluang bisnis yang diiringi
peningkatan permintaan terhadap produk halal

posisi pertama sebagai negara dengan jumlah
penduduk muslim terbesar yang mencapai sekitar
207 juta orang dan mencerminkan 87,18%
dari total penduduk di Indonesia berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Sensus
Penduduk 2010. Angka ini menunjukkan
besarnya konsumen potensial dalam produk

(Walker dkk, 2007).

Perhatian terhadap perilaku konsumen
produk halal merupakan bagian dari penilaian
pasar yang penting sebagai salah satu faktor utama
untuk mencapai keberhasilan dalam industri halal.
Selain dari struktur industri dan persaingan, serta
situasi perekonomian dan kebijakan perdagangan,
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respon konsumen merupakan determinan dalam
melihat potensi dan trend industri halal (Sungkar,
2011). Produk halal merupakan topik penting yang
tidak hanya terkait dengan sisi penawaran, yakni
bagaimana memanfaatkan peluang usaha dan
menjadi pemain utama dalam industri ini tetapi
juga dari sisi permintaan yakni mencakup upaya
agar konsumen dapat terpenuhi permintaannya
sesuai dengan standar halal. Pelaku usaha perlu
berupaya untuk memberikan produk halal dengan
akuntabilitas yang baik dan terverifikasi bagi
target pasar halal.

Studi mengenai perilaku konsumen telah
dilakukan terhadap 223 responden yang menjadi
peserta dalam pertemuan komunitas muslim di
Perancis (Stitou dan Rezgui, 2012). Terdapat
56% responden yang menyatakan mereka tidak
membeli suatu produk bilamana mereka ragu
terhadap kehalalan produk tersebut, sedangkan
87% responden menunjukkan kesediaan mereka
untuk membayar lebih bagi produk yang benar-
benar halal. Studi ini mengindikasikan bahwa
terdapat evolusi dalam komitmen konsumen
muslim dan pemahamannya terhadap kehalalan
produk. Meskipun tanggungjawab utama terhadap
keabsahan produk halal dianggap terletak pada
lembaga pemberi sertifikat, pemerintah dan
produsen ataupun distributor, konsumen pun
memiliki tanggung jawab tersebut. Dengan
kata lain, kesadaran konsumen penting untuk
mengatasi penipuan dalam kasus produk halal
dan memastikan agar kehalalan produk terjamin.
Peningkatan kesadaran konsumen terhadap
kualitas produk halal juga penting sebagai salah
satu upaya untuk membatasi pemasaran produk
yang berkualitas rendah.

Di sisi lain, seberapa jauh kepedulian
konsumen muslim terhadap kehalalan suatu
produk makanan yang dikonsumsinya juga
dipengaruhi oleh tingkat religiusitas seseorang.
Hal ini ditunjukkan antara lain dalam penelitian
yang dilakukan Ahmad, Ahlam Nuwairah, dkk.
(2013) di Malaysia. Konsumen muslim di Malaysia
yang dijadikan sampel studi mengindikasikan
bahwa dibandingkan aspek pemahaman mereka
terhadap konsep halal, aspek religiusitas memiliki
hubungan yang lebih signifikan dengan perilaku
mereka dalam mengkonsumsi makanan dan
menggunakan kosmetik halal (Ahmad dkk, 2013).

Disamping itu, berdasarkan hasil studi terhadap
konsumen muslim Indonesia yang berdomisili
di Jakarta dan Melbourne, aspek religiusitas
terutama kontrol perilaku dan ketersediaan
daging halal juga berpengaruh signifikan terhadap
perilaku mereka dalam keputusan mengkonsumsi
daging halal. Meskipun responden di Jakarta dan
Melbourne masing-masing memiliki karakteristik
dan kondisi yang berbeda, ditemukan bahwa selain
dari ketersediaan daging halal, tidak terdapat
perbedaan yang signifikan pada level determinan
konsumsi daging halal antara responden di dua
lokasi tersebut (Jusmaliani dan Nasution, 2009).

Signifikansi penelitian mengenai perilaku
konsumen terhadap produk halal terkait pula
dengan masih minimnya literatur khususnya
mengenai perilaku konsumen muslim di
Indonesia. Walaupun Indonesia berpenduduk
mayoritas muslim, terdapat beberapa daerah
dengan konsentrasi agama penduduk yang
berbeda, seperti daerah Banten dengan penduduk
mayoritas Muslim, dan Bali yang jumlah
penduduk muslimnya minoritas. Diasumsikan
bahwa konsumen muslim yang tinggal di area
minoritas muslim akan lebih berhati hati dalam
mengkonsumsi (baca membeli) makanan (halal)
dibandingkan dengan konsumen yang tinggal
di area mayoritas muslim. Oleh karena itu
tulisan ini utamanya akan mengkomparasikan
perilaku konsumen muslim Indonesia dalam
mengkonsumsi makanan halal di area mayoritas
dan minoritas muslim. Diharapkan tulisan ini
akan memberikan kontribusi akademis dan juga
dapat dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan
untuk pengembangan usaha produk halal dalam
pemenuhan permintaan pasar domestik dan
menuju peluang pasar global yang kini juga
tengah digarap oleh negara-negara lain

TINJAUAN PUSTAKA

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh
dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku
tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan
antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu
atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam
yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala
dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa
(Qardhawi, 1997). Isu halal-haram mencakup
segala aktivitas termasuk pemilihan makanan
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yang akan berdampak pada jasmani dan rohani
seseorang dan keluarganya. Konsep konsumsi
itu sendiri dalam perspektif Islam didefinisikan
sebagai pemenuhan kebutuhan barang dan jasa,
dengan ketentuan harus halal dan benar sesuai
syariah. Konsumsi dianggap sebagai sarana yang
esensial dan tidak bisa diabaikan, termasuk dalam
merealisasikan pengabdian kepada Allah SWT
(Al Haritsi, 2006). Terdapat tuntutan agama untuk
mengkonsumsi makanan yang halal dan baik
(thayyib), seperti yang tertuang dalam Al-Quran
pada ayat-ayat berikut:

EARSIE:S R SNBSS (AN PIEF 2
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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal
lagi baik (thayyib) dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan
itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S.
Al Bagarah: 168)
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“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik
(thayyib) dari apa yang Allah telah rezekikan
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan
kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al Maidah:

88)

Dalam kandungan ayat-ayat tersebut
terungkap pula bahwa isu kehalalan makanan
penting dan erat kaitannya dengan masyarakat
luas (Amin, 2013). Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI
menekankan bahwa yang terdapat di muka bumi
ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang
dilarang secara tegas dalam Al Quran dan Hadits.
Sebenarnya makanan yang diharamkan oleh Allah
SWT jumlahnya sangat sedikit, yakni sesuai yang
tertuang dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 3
yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,
darah, daging babi, (daging hewan) yang
disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali
yang sempat kamu menyembelihnya dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala...”

Namun demikian, perkembangan teknologi
untuk menciptakan produk halal yang beraneka
dan memanfaatkan bahan haram yang dianggap
lebih ekonomis sebagai bahan baku atau
bahan tambahan dalam proses produksi dapat
mengancam kehalalan atas produk olahan. Hal
ini juga menimbulkan keraguan atas ketetapan
kehalalan produk yang telah bercampur aduk
dengan bahan yang masih tidak jelas kehalalannya
dan statusnya menjadi syubhat (meragukan).
Majelis Ulama Indonesia (2009) melalui Komisi
Fatwa menyebutkan bahwa pada dasarnya
produk olahan sering diragukan kehalalan atau
kesuciannya sehingga dibutuhkan penelusuran dan
penelaahan secara intensif sebelum memutuskan
status kehalalan suatu produk sebagai upaya
perlindungan konsumen khususnya penduduk
muslim.

Terkait dengan konsep halal tersebut, agama
merupakan elemen utama dalam kultur kehidupan
yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen
dan keputusan untuk membeli (Delener, 1994;
Pettinger dkk, 2004; Schiffman dan Kanuk,
2008; Shafie dan Othman, 2006). Meskipun
terdapat tuntutan agama dan hukum yang sangat
ketat dalam hal makanan, namun sejauhmana
orang akan mengikuti hukum tersebut tentu
saja akan sangat bervariasi (Bonne dkk, 2006).
Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), definisi
perilaku konsumen yakni suatu perilaku yang
ditujukan untuk mencari, membeli, menggunakan,
mengevaluasi dan menghabiskan produk. Engel,
Blackwell dan Miniard (1993) menambahkan
bahwa perilaku konsumen mencakup pula proses
keputusan yang mendahului dan mengikuti
tindakan tersebut.

Penelitian yang diacu dalam tulisan ini
berfokus pada perilaku konsumen muslim
dalam mengkonsumsi makanan halal ini dengan
menggunakan pendekatan teori perilaku yang
diadaptasi dari teori Planned Behaviour. Dalam
teori ini terdapat tiga aspek yang menentukan
perilaku seseorang, yakni sikap, norma subyektif
dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991).
Sementara itu, tingkat religiusitas ataupun kadar
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ke-Islam-an seseorang yang merupakan identitas
diri sebagai muslim memiliki ketiga aspek tersebut
sebagai faktor determinan yang mempengaruhi
niat untuk memutuskan mengkonsumsi produk
halal. Sikap merupakan tendensi psikologis
seseorang dalam mengevaluasi suatu hal yang
disukai atau tidak disukai. Norma subyektif
yang terdiri dari norma sosial dan norma agama,
merupakan tekanan sosial terhadap seseorang
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
perbuatan. Kemudian, persepsi kontrol perilaku
yang meliputi kontrol diri, agama dan lingkungan,
merupakan persepsi terhadap sejauh mana
perilaku tertentu dapat dikendalikan.

Religiusitas merupakan istilah sosiologis
komprehensif yang meliputi tiga elemen utama
yakni aktivitas keagamaan, dedikasi dan keyakinan
(Edewor, 2008). Seseorang yang religius akan
menunjukkan sistem nilai yang berbeda dari
mereka yang kurang religius dan tidak religius
(Mokhlis, 2009). Merujuk pada Ramly, Chai dan
Lung (2008), religiusitas dapat pula dipahami
sebagai tingkat komitmen seseorang pada agama
yang diyakininya, seperti hal nya sikap individu
yang mencerminkan komitmen tersebut (Johnson
dkk, 2001) atau sejauh mana perilaku individu
dapat tergantung pada pentingnya seseorang
menempatkan agama itu sendiri (Sood dan Nasu,
1995).

Terdapat perbedaan komponen yang
digunakan untuk mengukur religiusitas ini dalam
beberapa penelitian. Aktivitas organisasi dan
non organisasi (berdoa, mempelajari kitab/buku
agama); kepercayaan, pengalaman dan motivasi
religius; dukungan sosial religius serta kombinasi
dari aspek lainnya telah digunakan dalam studi
Hill dkk (2000) untuk mengkaji religiusitas.
Sementara itu, tiga komponen utama yakni
kognisi (pengetahuan dalam pikiran secara sadar),
afeksi (perasaan) dan perilaku (yang dilakukan
oleh tubuh) menjadi klasifikasi yang digunakan
untuk mengidentifikasi dimensi religiusitas
(Cornwall, Albrecht, Cunningham dan Pitcher,
1986 dalam Edewor, 2008). Dalam tulisan ini
digunakan aspek dedikasi dan kognisi sebagai
indikator religiusitas penduduk muslim yang
direpresentasikan oleh latar belakang pendidikan
formal yang ditempuh yakni pesantren sebagai

upaya memiliki dan menambah pengetahuan
tentang ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Sebagimana telah dikemukakan sebelumnya,
tulisan ini mengkaji perbandingan perilaku
konsumen muslim terhadap produk halal bagi
konsumen yang berada di area mayoritas
dibandingkan dengan di area minoritas muslim,
ditinjau dari faktor determinan dan aspek
religiusitasnya. Data yang digunakan yakni data
primer diperoleh dari lokasi penelitian di Banten
dan Bali, masing-masing pada tahun 2009 dan
2010, serta data sekunder dari berbagai sumber
literatur terkait pada topik kajian. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dan explanatory
dengan menggunakan single cross-sectional
design. Data primer diperoleh dari pengisian
kuesioner terstruktur dan dengan menggunakan
skala Likert terhadap 100 responden muslim
di Banten dan 103 responden muslim di Bali.
Teknik pengolahan data kuantitatif dalam analisis
komparasi perilaku konsumen di area mayoritas
dan minoritas muslim dalam mengkonsumsi
makanan halal ini dilakukan dengan perbandingan
antar kelompok responden ataupun antar variabel
pernyataan. Analisis deskriptif dengan penyajian
dalam grafis dan tabel digunakan untuk melihat
sebaran responden di kedua lokasi penelitian
dengan menggunakan perbandingan nilai rata-rata
atau cut off point (COP).

Aspek yang menjadi faktor determinan yakni
sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol
perilaku. Pengukuran ketiga aspek itu diperoleh
dari skor rata-rata dari masing-masing kelompok
pernyataan responden dalam kuesioner tersebut
yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur
sejauh mana sikap, norma subyektif dan persepsi
kontrol perilaku tersebut mempengaruhi perilaku
konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan
halal. Disamping itu, aspek religiusitas yang
diukur dari latar belakang pendidikan pesantren
dari responden di kedua lokasi penelitian juga
menjadi indikator yang digunakan untuk mengkaji
seberapa besar masing-masing aspek dapat
menentukan keputusan dalam mengkonsumsi
makanan halal.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Determinan Perilaku Konsumen
Makanan Halal

1. Sikap

Sikap termasuk area studi yang penting dalam
bidang psikologi karena dianggap berpengaruh
dan bahkan sebagai faktor utama penentu dalam
perilaku individu terhadap objek ataupun konsep
(Omar, Muhammad & Omar, 2008). Dalam tulisan
ini, sikap pada dasarnya dimaksudkan sebagai
predisposisi responden untuk memutuskan
membeli dan memilih makanan halal. Oleh karena
itu, meskipun terdapat perbedaan antara point
pernyataan responden di Banten dan di Bali yang
digunakan untuk mengukur sikap (lihat Tabel 1
dan Tabel 2), hal ini tidak membedakan konsep
dalam mengkaji sikap sebagai faktor determinan
perilaku konsumen muslim dalam makanan
halal. Perbedaan indikator yang digunakan ini
misalnya dapat disebabkan oleh rendahnya
validitas pada pernyataan responden di Bali
mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan
halal, sesuai perhitungan dengan angka korelasi
Pearson Product Moment yang kurang dari 0,195,
sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur
sikap (Salim, 2010).

Secara lebih rinci, pengukuran sikap
pada responden di Banten menggunakan lima
pernyataan, yakni seberapa penting mengkonsumsi
makanan halal, seberapa besar pertimbangan
kehalalan dalam membeli makanan dan dalam
memilih restoran atau warung makan, seberapa
tinggi tendensi untuk tidak membeli makanan
yang tidak bersertifikat halal dan untuk mencari
produk lain yang bersertifikat halal jika makanan
halal yang biasa dibeli responden tidak tersedia.
Sementara itu, pengukuran sikap pada responden
di Bali yakni pada pernyataan kecenderungan
untuk selalu membeli makanan yang bersertifikat
halal MUI dan selain label MUI, keputusan
individu untuk memakan hanya yang halal,
pertimbangan kehalalan dalam mengkonsumsi,
pemilihan restoran atau warung makan karena
adanya tulisan halal atau diketahui sebagai
warung muslim.

Tabel 1. Skor Rata-Rata (COP) Sikap Responden di

Banten
Pernyataan cop
Penting mengkonsumsi makanan halal 6,93
Selalu berbelanja produk makanan halal 6,90
Memilih restoran/warung yang menjual 6,84
makanan halal
Tidak membeli makanan yang tidak 4,73
bersertifikat halal
Membeli produk sejenis lain yang 5,82
bersertifikat halal
Total Sikap 6,24

Sumber: Diolah dari data primer tim P2E-LIPI, 2009.

Tabel 2. Skor Rata-Rata (COP) Sikap Responden di

Bali

Pernyataan cop
Selalu membeli makanan yang 5,65
bersertifikat halal MUI
Selalu membeli makanan yang 5,35
bersertifikat halal selain label MUI
Memakan makanan halal pilihan sendiri 6,85
Halal menjadi pertimbangan utama 6,95
mengkonsumsi
Ada tulisan “Halal” menjadi pertimbangan 6,32
utama memilih restoran
Warung muslim menjadi pertimbangan 6,62
utama memilih restoran

Total Sikap 6,29

Sumber: Diolah dari data primer tim P2E-LIPI, 2010.

Dengan menggunakan tujuh skala jawaban
dengan skala Likert (mulai dari 1 bagi yang
bersikap sangat negatif, sampai dengan 7
untuk yang sangat positif), Tabel 1 dan Tabel 2
menunjukkan bahwa COP sikap responden di
Banten sebesar 6,24 yang sedikit lebih rendah
dibandingkan di Bali dengan COP sebesar 6,29.
Keduanya menunjukkan sikap yang sangat positif
bagi seluruh responden muslim Banten dan Bali
untuk mengkonsumsi makanan halal. Hal tersebut
terutama ditunjukkan pada sikap responden
yang menyatakan sangat pentingnya masyarakat
muslim di Banten untuk mengkonsumsi makanan
halal, dengan COP senilai 6,93. Terlebih lagi
dengan pernyataan responden di Bali dengan COP
senilai 6,95 bahwa halal menjadi pertimbangan
utama dalam mengkonsumsi makanan.

Di sisi lain, sikap positif responden dalam
mengkonsumsi makanan halal ini kurang kuat
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dalam hal sertifikasi seperti yang ditunjukkan
pada responden di Banten yang menyatakan tidak
membeli makanan yang tidak bersertifikat halal
dengan COP yang paling rendah dibandingkan
indikator pengukur sikap lainnya. Selain itu,
jika responden tidak menemukan makanan
yang bersertifikat halal yang biasa mereka beli,
mereka sedikit enggan untuk mencari produk
sejenis lain yang bersertifikat halal. Terdapat
pula tendensi responden muslim Banten untuk
tetap membeli makanan kesukaannya walaupun
tidak bersertifikat halal. Tendensi skor rata-rata
terendah bagi pernyataan tentang sertifikasi
produk makanan yang dikonsumsi terjadi di kedua
daerah penelitian tersebut.

Kenyataan ini tidak secara otomatis
mengindikasikan bahwa responden muslim
masih suka mengkonsumsi makanan yang tidak
halal, oleh karena pernyataan dalam kuesioner
hanya menekankan pada tendensi responden
untuk mengkonsumsi makanan yang bersertifikat
halal. Hal ini mungkin terkait pula dengan
ketersediaan produk makanan yang bersertifikat
halal yang masih terbatas. Berdasarkan data
produk yang teregistrasi di Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) baru terdapat 59% dari
total produk yang telah bersertifikat halal MUI
atau 103.382 dari total 175.157 produk (Akbar,
2014). Seperti halnya data dari Majelis Ulama
Indonesia (2011) bahwa di provinsi Jawa Barat
misalnya, hanya terdapat 7.000 produk yang
sudah bersertifikat halal pada tahun 2011 dari 2
juta produk makanan olahan dari Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Norma Subyektif

Norma subyektif mencakup anggapan diri
individu terhadap penilaian pihak eksternal
(keluarga, masyarakat, pemerintah, pemuka
agama) terhadap keputusan untuk memilih dan
membeli makanan halal. Norma subyektif ini
dapat diukur melalui dua kelompok pernyataan.
Pertama, yakni pendapat responden terhadap
adanya tuntutan mengkonsumsi makanan
halal dari empat kelompok selain dirinya
sendiri, termasuk tuntutan keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan pemuka agama. Kedua, pendapat
responden terhadap penilaian negatif yang akan
diterimanya, jika mereka tidak mengkonsumsi

makanan halal, yang diperoleh dari empat pihak
eksternal tersebut. Khusus dalam kasus Bali,
pernyataan responden dalam mengkonsumsi
makanan halal karena tuntutan pemuka agama
tidak menjadi pengukur norma subyektif karena
tidak lolos uji validitas dengan korelasi Pearson
Product Moment (Salim, 2010).

Tabel 3. Skor Rata-Rata (COP) Norma Subyektif
Responden di Banten dan Bali

Pernyataan cop cop
¥ Banten Bali

Mengkonsumsi makanan halal
oleh karena tuntutan keluarga 244 4,81
Mengkonsumsi makanan halal
oleh karena tuntutan masyarakat 4,68 3,37
Mengkonsumsi makanan halal
oleh karena tuntutan pemerintah 4,39 3,83
Mengkonsumsi makanan halal
oleh karena tuntutan pemuka 5,61 -
agama
Jika tidak mengkonsumsi makanan
halal akan dinilai negatif oleh 6,25 5,98
keluarga
Jika tidak mengkonsumsi makanan
halal akan dinilai negatif oleh 5,63 5,03
masyarakat
Jika tidak mengkonsumsi makanan
halal akan dinilai negatif oleh 4,66 4,24
pemerintah
Jika tidak mengkonsumsi makanan
halal akan dinilai negatif oleh 5,92 5,74
pemuka agama
COP Norma Subyektif 5,32 4,71

Sumber: Diolah dari data primer Tim P2E LIPI, 2009;2010.

Tabel 3 menunjukkan bahwa norma subyektif
di Banten sebagai faktor determinan perilaku
konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan
halal yang lebih tinggi (COP=5,32) dibandingkan
di Bali (COP=4,71). Hal ini mungkin terkait
dengan karakteristik masyarakat Banten yang
sebagian besar muslim, sehingga tuntutan dan
anggapan negatif dari pihak eksternal lebih
menentukan dalam mengkonsumsi makanan
halal dibandingkan dengan responden di Bali
yang merupakan area minoritas muslim. Temuan
yang menarik pula ialah bahwa COP tertinggi di
kedua lokasi penelitian yakni pada pernyataan
adanya penilaian negatif oleh keluarga bila tidak
mengkonsumsi makanan halal dibandingkan
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pada pernyataan lainnya. Ini berarti keluarga
merupakan pihak eksternal yang paling kuat
dalam mempengaruhi perilaku konsumen
makanan halal. Namun demikian, apabila
dibandingkan dengan pengukuran sikap pada
Tabel 1 dan Tabel 2 sebelumnya, tampak bahwa
secara umum norma subyektif memiliki COP yang
lebih kecil dibandingkan sikap. Dengan kata lain,
norma subyektif tidak sekuat sikap untuk menjadi
faktor determinan perilaku mengkonsumsi
makanan halal.

3. Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku meliputi dua komponen
(Ajzen, 1991; Taylor & Todd, 1995). Komponen
pertama merefleksikan ketersediaan sumber yang
diperlukan untuk mewujudkan perilaku, seperti
akses terhadap uang, waktu dan sebagainya.
Komponen kedua mencerminkan keyakinan
responden terhadap kemampuannya sendiri untuk
melakukan sesuatu. Dalam tulisan ini, persepsi
kontrol perilaku diukur melalui pernyataan
responden sebagai indikator, yakni seberapa
besar responden mendorong pihak eksternal
untuk mengkonsumsi makanan halal termasuk
pada keluarga, kerabat/saudara, sahabat, teman,
pemuka agama dan komunitas/masyarakat;
seberapa jauh kontrol diri responden terhadap
konsumsi makanan halal; dan seberapa pentingnya
label halal untuk dapat jelas terlihat. Selain itu,
terdapat pula pernyataan seberapa jauh responden
mengkonsumsi makanan halal karena ajaran
agama sebagai indikator pengukur persepsi
kontrol perilaku khususnya di Bali.

Dibandingkan dengan pengaruh aspek sikap
maupun aspek norma subyektif yang telah dibahas
pada bagian sebelumnya, pengaruh aspek persepsi
kontrol perilaku terhadap perilaku responden
dalam mengkonsumsi makanan halal secara umum
menunjukkan kecenderungan posisi di antara
keduanya. Artinya, persepsi kontrol perilaku di
Banten dan Bali memiliki pengaruh yang lebih
kuat dibandingkan dengan pengaruh aspek norma
subyektif, tetapi tidak sekuat pengaruh sikap
responden terhadap perilaku responden muslim
dalam mengkonsumsi makanan halal. Sementara
itu, apabila ditinjau secara spesifik, Tabel 4
mengindikasikan bahwa persepsi kontrol perilaku
responden di Bali (COP=6,19) sedikit lebih tinggi

pengaruhnya dibandingkan di Banten (COP=6,02)
terhadap perilaku mengkonsumsi makanan halal.

Tabel 4. Skor Rata-Rata (COP) Persepsi Kontrol
Perilaku Responden di Banten dan Bali

Pernyataan cop cop
4 Banten Bali
Label halal harus terlihat jelas 6,67 6,58
Mengkonsumsi makanan halal
. - 6,84
oleh karena ajaran agama
Mendorong ke!uarga untuk 6,85 6,68
mengkonsumsi makanan halal
Mendorong kerabat/saudara
untuk mengkonsumsi makanan 6,39 6,34
halal
Mendorong sahabat untuk 574 5,95
mengkonsumsi makanan halal
Mendorong teman untuk 5,56 561
mengkonsumsi makanan halal
Mendorong pgmuka agama untuk 4,90 597
mengkonsumsi makanan halal
Mendorong komunitas/
masyarakat untuk mengkonsumsi 5,37 5,43
makanan halal
Melakukz?m kontrol terhadap 6,66 6,32
konsumsi makanan halal
COP Persepsi Kontrol Perilaku 6,02 6,19

Sumber: Diolah dari data primer tim P2E-LIPI, 2009; 2010

Terlepas dari paling tingginya COP pada
indikator mengkonsumsi makanan halal dengan
alasan ajaran agama yang ditunjukkan oleh
responden di Bali, pernyataan bahwa responden
mendorong keluarga untuk mengkonsumsi
makanan halal juga yang tertinggi sebagai
pengukur persepsi kontrol perilaku di kedua
lokasi penelitian. Ini sama halnya dengan yang
terdapat pada pengukuran norma subyektif,
bahwa keluarga yang memiliki pengaruh paling
utama pada kedua aspek ini. Selain itu, kontrol
diri individu terhadap konsumsi makanan halal
juga menunjukkan aspek persepsi kontrol perilaku
yang positif sebagai faktor determinan perilaku
konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal,
baik di wilayah mayoritas maupun minoritas
muslim.
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Tingkat Pendidikan Formal Islam dan
Perilaku Konsumen Makanan Halal

Pesantren merupakan salah satu bentuk
lembaga pendidikan formal yang memiliki fokus
studi yang berlandaskan pada ajaran Islam,
dengan juga diberikan pengajaran pada bidang
lainnya sesuai kurikulum pendidikan nasional
dan visi misi lembaga yang bersangkutan namun
tetap membangun iklim utama lingkungan
pendidikan yang berprinsip pada syariat Islam.
Terdapat dua pokok esensi peran pesantren, yakni
guna mencetak kader ulama yang pandai dan
mendalami ilmu agama, serta mampu mengatasi
persoalan umat. Pesantren dapat berperan
tidak hanya dalam melakukan proses transfer
ilmu agama Islam tetapi juga untuk mampu

tetapi, seperti pada umumnya bahwa tidak
selalu pengamalan atau realisasi tindakan akan
sesuai dengan apa yang telah diketahui ataupun
dipahami. Bagian tulisan berikut mengupas lebih
dalam dari temuan penelitian.

Gambar 1 menunjukkan profil komposisi
responden berdasarkan latar belakang pendidikan
pesantren yang pernah ditempuh. Responden
penelitian di Banten yang tidak pernah menempuh
pendidikan pesantren ialah sebanyak 46% dari
total responden. Proporsi ini lebih sedikit daripada
responden tanpa pendidikan pesantren di Bali
yang mencapai 50,5% dari total responden. Hal
ini mungkin dapat dikaitkan dengan karakteristik
provinsi Banten yang mayoritas penduduknya
merupakan muslim, sementara provinsi Bali

Banten

Tingkat
Dasar
6%

Tingkat
Menengah
19.4%

...........

Wit Tidak Pemah
2L L LY 505%

+
+

 eeeeeed ity
Tingkat S @SS o o000y
Dasar #9¢¢®d. . . .. .
27.2% 02:01‘::,: & 4

Sumber: Diolah dari data primer Tim P2E LIPI, 2009; 2010.

Gambar 1. Persentase Responden di Banten dan Bali Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pesantren

menghadapi tantangan baru yang muncul dari
proses modernisasi dewasa ini (Haningsih, 2008),
hal ini berarti termasuk pula dalam menghadapi
ancaman ketidakjelasan status halal-haramnya
makanan.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa
lulusan pesantren pada dasarnya berkapasitas
penguasaan pengetahuan ajaran Islam yang
tinggi. Kaitannya dengan penelitian ini, konsumsi
makanan halal adalah tuntutan ajaran agama
Islam sehingga sejatinya telah dipahami terutama
oleh individu yang telah menempuh di lembaga
pendidikan ini. Latar belakang pendidikan
pesantren merepresentasikan aspek dedikasi
dan kognisi sebagai indikator religiusitas. Akan

dengan minoritas muslim. Artinya, terdapat lebih
besar kemungkinan adanya perhatian responden
Banten untuk menempuh pendidikan yang
berfokus pada ajaran agama Islam ini. Hal ini
juga tampak dalam proporsi responden Banten
yang pernah menempuh pendidikan pesantren
hingga tingkat menengah (Jurumiah Kailani/
Matan Bina) dan tingkat tinggi (Alfiah) yang
lebih besar dibandingkan dengan responden Bali.
Sementara itu, responden dengan pendidikan
pesantren tingkat dasar (4mil) di Banten lebih
sedikit daripada di Bali.

Lebih lanjut, untuk mengkaji keterkaitan latar
belakang pendidikan pesantren dengan perilaku
konsumen dalam mengkonsumsi makanan
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Gambar 2. Skor Rata-Rata (COP) Sikap, Norma Subyektif dan Persepsi Kontrol Perilaku Responden
di Banten dan Bali Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pesantren

halal, digunakan perhitungan COP. Komparasi
skor rata-rata antara sikap, norma subyektif
dan persepsi kontrol perilaku berdasarkan
profil responden yang pernah dan tidak pernah
menempuh pendidikan pesantren ditunjukkan
dalam Gambar 2. Berdasarkan hasil temuan dari
responden di Banten dan Bali, yang menarik ialah
norma subyektif memiliki skor rata-rata total
yang lebih rendah dengan selisih yang signifikan
dibandingkan sikap dan persepsi kontrol perilaku.
Ini menunjukkan bahwa responden di kedua lokasi
penelitian merasa kurang adanya tuntutan pihak
eksternal dalam keputusannya mengkonsumsi
makanan halal dan cenderung merasa tidak
dipandang negatif oleh keluarga, masyarakat,
pemerintah dan pemuka agama apabila tidak
mengkonsumsi makanan halal. Selain itu, COP
norma subyektif yang lebih tinggi pada responden
non pesantren di kedua lokasi menunjukkan pula
bahwa individu dengan pendidikan pesantren
memiliki norma subyektif yang lebih rendah
yang mungkin akibat merasa dirinya disegani dan
menganggap lebih tahu untuk menentukan sendiri
perilakunya dalam mengkonsumsi makanan halal.

Gambar 2 tersebut juga mengindikasikan
bahwa responden di Banten yang berlatar belakang
pendidikan pesantren secara keseluruhan memiliki
tingkat keputusan yang lebih tinggi dalam
mengkonsumsi makanan halal dibandingkan yang
tidak berpendidikan pesantren. Hal ini terkait
dengan temuan bahwa semakin rendah kadar
komitmen beragama responden di Banten, semakin
tinggi proporsi responden yang tidak pernah
menempuh pendidikan pesantren (Jusmaliani,

2009). Artinya, kadar komitmen beragama yang
rendah berkaitan dengan ketiadaan latar belakang
pendidikan pesantren dan sebaliknya. Indikasi ini
juga sejalan dengan temuan bahwa pertimbangan
kehalalan dalam membeli makanan dan memilih
restoran ataupun komitmen dalam mengkonsumsi
makanan hanya yang halal tersebut relatif lebih
utama bagi responden berlatar belakang pendidikan
pesantren dibandingkan non pesantren (Suhodo,
2009). Meskipun demikian, apabila ditinjau
berdasarkan korelasi Pearson, latar belakang
pendidikan formal Islam responden di Banten
melalui pesantren ini tidak berkorelasi secara
signifikan dengan perilaku dalam mengkonsumsi
makanan halal (Mulyaningsih, 2009).

Tabel 5. Perilaku Konsumen Muslim di Bali dalam
Konsumsi Makanan Halal Berdasarkan
Latar Belakang Pendidikan Pesantren

Norma Persepsi
Pesantren | Sikap . Kontrol cop
Subyektif A
Perilaku
Tidak 6,37 4,94 631 | 587
Pernah
Tingkat 6,18 4,30 580 | 543
Dasar
Tingkat 6,23 4,74 642 | 580
Menengah
Tingkat 6,33 4,48 626 | 569
Tinggi
Total 6,29 4,71 6,19 5,73

Sumber: Diolah dari data primer tim P2E-LIP1,2010
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Hal tersebut mungkin dapat turut
menjelaskan yang terjadi pada responden Bali.
Lain halnya dengan temuan di Banten, responden
di Bali yang berpendidikan pesantren justru
memiliki keputusan yang lebih rendah dalam
mengkonsumsi makanan halal dibandingkan
dengan responden tanpa pendidikan pesantren.
Ini ditunjukkan baik dalam hal sikap, norma
subyektif dan persepsi kontrol perilaku. Lebih
lanjut, Tabel 5 menunjukkan bahwa meskipun
secara keseluruhan responden non pesantren
di Bali memiliki COP yang lebih tinggi (5,87),
responden dengan pendidikan pesantren tingkat
tinggi juga memiliki COP di atas skor rata-rata
total pada masing-masing indikator sikap, norma
subyektif dan persepsi kontrol perilaku.

Tidak searahnya latar belakang pendidikan
pesantren dengan perilaku dalam mengkonsumsi
makanan halal sejalan dengan yang telah diungkap
Edewor (2008), yakni bahwa setiap individu tidak
mutlak memiliki nilai pada tingkat yang sama
dalam masing-masing indikator religiusitasnya.
Skor yang diperoleh dapat berbeda levelnya dalam
setiap indikator. Dengan kata lain, meskipun
indikator religiusitas tinggi, dapat terjadi dimana
perilaku dalam mengkonsumsi makanan halal
rendah. Disamping itu, hal ini mencerminkan pula
urgensi konsep pendidikan Islam untuk merambah
pada persoalan konsumsi produk halal dengan
lebih mendalam. Hal ini sebenarnya telah pula
menjadi perhatian pemerintah yang diungkapkan
dalam publikasi terbitan Departemen Agama
RI (2007) bahwa konsep pendidikan Islam
harus mencakup faktor yang mengutamakan
pengembangan sumber daya manusia (SDM)
muslim yang berkualitas. Oleh karena itu,
idealnya konsep pendidikan Islam meliputi
ajaran untuk menghindari berbagai produk yang
non halal agar tidak hanya diperoleh SDM yang
kompeten dalam hal intelektual namun juga yang
mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang
berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian pada ketiga faktor determinan,
responden di Banten dan Bali menunjukkan
bahwa secara umum aspek sikap dan persepsi
kontrol perilaku yang paling mendominasi
dalam keputusan mengkonsumsi makanan halal.

Sementara itu, norma subyektif menjadi determinan
yang lebih rendah dalam mempengaruhi perilaku
konsumen makanan halal. Hal serupa juga
ditunjukkan pada kajian aspek religiusitas yang
diukur melalui latar belakang pendidikan formal
Islam dalam kaitannya dengan ketiga faktor
determinan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa
responden di area mayoritas dan minoritas muslim
berperilaku dalam mengkonsumsi makanan halal
lebih dikaitkan dengan alasan dari dirinya sendiri,
atau karena mereka memang menyukainya
(sikap), daripada alasan adanya tuntutan dan
penilaian negatif dari lingkungan sekitar atau
pihak eksternal.

Perbedaan yang dapat terlihat dari pengukuran
skor rata-rata responden pada ketiga faktor
determinan ialah bahwa responden di Bali
memiliki sikap dan persepsi kontrol perilaku yang
lebih tinggi dalam mengkonsumsi makanan halal
daripada di Banten. Hal ini menunjukkan bahwa
dengan menjadi kelompok minoritas di Bali yang
sebagian besar penduduknya beragama Hindu
dan dengan kecenderungan lebih terbatasnya dan
sulitnya memperoleh makanan yang halal, umat
muslim dapat terdorong untuk lebih memiliki
sikap dan kontrol yang berasal dari dirinya sendiri
dalam memutuskan untuk mengkonsumsi hanya
yang halal.

Lebih lanjut, latar belakang pendidikan
pesantren yang pernah ditempuh oleh responden
muslim terutama di Bali tidak sejalan dengan
asumsi yang didasarkan pada konsep teoritis.
Responden di Bali yang berlatar belakang
pendidikan pesantren justru memiliki skor
rata-rata yang lebih rendah dibandingkan yang
tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren,
baik dalam masing-masing aspek sikap, norma
subyektif, persepsi kontrol perilaku maupun
secara keseluruhan. Beberapa kemungkinan
penjelasan yakni di antaranya bahwa responden
lulusan pesantren belum secara optimal dapat
memutuskan untuk mengkonsumsi makanan
halal, atau di sisi lain responden yang tidak
pernah bersekolah di pesantren pun termasuk
yang potensial untuk memiliki keputusan hanya
mengkonsumsi makanan yang halal. Hal ini dapat
terkait erat dengan hasil temuan pada responden
di area minoritas muslim tersebut yang memiliki
sikap dan persepsi kontrol perilaku yang lebih
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tinggi jika dibandingkan dengan di area mayoritas
muslim meski juga memiliki proporsi responden
berpendidikan pesantren yang lebih besar. Namun
demikian, hasil kajian ini tidak dapat serta merta
menyatakan bahwa individu yang menempuh
pendidikan selain pesantren akan memiliki
perilaku yang lebih baik karena temuan penelitian
ini tidak secara langsung dapat menjadi acuan
dalam fokus pembahasan tersebut. Terlebih lagi,
tidak terdapat adanya korelasi yang signifikan
antara latar belakang pendidikan pesantren
dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi
makanan halal terutama untuk kasus di Banten.
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa
sikap, norma subyektif, persepsi kontrol perilaku
dan religiusitas (yang mempengaruhi pula ketiga
faktor tersebut) positif dalam menentukan perilaku
konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal,
sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh
Ajzen (1991) dan Edewor (2008).

Saran

Tidak adanya pengaruh yang searah antara latar
belakang tingkat pendidikan formal Islam yang
pernah ditempuh oleh responden dengan keputusan
mengkonsumsi makanan halal, berimplikasi pada
perlunya penelaahan atau pengkajian kembali
khususnya pada upaya penerapan materi ilmu figh,
terutama tentang konsumsi makanan halal dalam
pendidikan pesantren dan madrasah. Penting
pula diperhatikan upaya peningkatan kesadaran
masyarakat muslim yang perlu didukung dengan
adanya penyebarluasan informasi serta edukasi
yang aktual dan tersebar luas kepada masyarakat
secara intensif dan berkelanjutan, agar dimensi
religiusitas, khususnya dedikasi dan kognisi
dengan latar belakang pendidikan agama yang
dimiliki umat Islam dapat dioptimalkan dalam
keputusan mengkonsumsi makanan halal.

Disamping itu, dibutuhkan dukungan internal,
yakni setiap diri individu dalam membangun
dimensi religiusitasnya yang dapat melalui
peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT, untuk lebih mengaktualisasikan
keputusan dalam mengkonsumsi makanan
halal, serta berinisiatif untuk turut melakukan
pengawasan diri maupun lingkungan atas
makanan halal yang terdapat di pasaran.
Kemudian, faktor eksternal signifikan pula

sebagai dukungan, misalnya melalui pengarahan
dalam tempat berkumpulnya komunitas muslim,
serta bimbingan ataupun pembinaan sedari dini
secara individu dan massal; yakni guna bersama-
sama meningkatkan aktivitas keagamaan dan
kesadaran pentingnya peran ajaran agama sebagai
pedoman perilaku, mewujudkan konsep diri
sebagai muslim yang taat, serta mengembangkan
wawasan pengetahuan agama. Lebih lanjut, pihak
LPPOM MUI baik regional (Bali dan Banten)
maupun nasional penting untuk menjadi wadah
yang dapat memfasilitasi upaya peningkatan
religiusitas umat Islam dan melakukan kegiatan
edukatif kepada masyarakat mengenai makanan
halal secara lebih proaktif. Pemerintah daerah
di Banten dan Bali perlu pula turut andil dalam
mendukung penyediaan makanan halal dan
pengawasan yang akurat. Dengan demikian,
seluruh elemen terkait harus dapat berperan dan
berkoordinasi secara optimal untuk mendukung
dan meningkatkan keputusan konsumen muslim
dalam mengkonsumsi makanan halal.
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